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ABSTRAK 

Zakri Muhammad Hasibuan, (2022):  Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi 

Berita Bohong Yang Menimbulkan 

Kegaduhan Melalui Media Sosial Di 

Wilayah Hukum Polda Riau. 

 Penelitian  ini dilatarbelakangi oleh banyaknya berita bohong (hoax), 

fitnah, ujaran kebencian dewasa ini yang bermunculan tanpa henti di berbagai 

media social sehingga menimbulkan kegaduhan yang dapat berdampak dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini peran dari kepolisian sangat penting 

mengingat Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan 

dalam skripsi ini adalah bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi berita 

bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial di wilayah hukum 

Polda Riau dan apa faktor penghambat serta apa upaya yang dilakukan oleh 

kepolisian dalam menanggulangi berita bohong tersebut. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi berita bohong 

yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial di wilayah hukum Polda Riau 

dan faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam 

menanggulangi berita bohong tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian 

hukum sosiologis, menggunakan pendekatan Empiris dengan menggunakan 

sumber data primer dan sekunder. 

 Hasil dari penelitian ini adalah Masih banyak kekurangan dalam 

penanggulangan yang dilakukan aparatur kepolisian, peran kepolisian dalam 

menanggulangi penyebaran berita bohong (hoax) juga belum sesuai dengan tugas 

yang disebutkan dalam Undang-Undang, dari sisi internal dan eksternal kepolisian 

juga masih banyak kendala yang dihadapi sehingga masih banyak yang tidak 

terlaksana dilapangan dalam hal menangani dan menyelesaikan penyebaran berita 

bohong (hoax) di media sosial yang mengakibatkan masih banyaknya berita palsu 

(hoax) yang tersebar saat ini. 

 

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Berita Bohong(hoax), Media Sosial 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD 1945), dengan jelas disebutkan bahwa “Indonesia adalah 

Negara Hukum”. Dimana ada masyarakat di situ ada hukum ( ubi sociates, ibi 

ius). Selain itu, mengenai keberadaan manusia sebagai makhluk, dikatakan pula 

oleh aristoteles bahwa manusia adalah zoon politicon, yaitu makhluk sosial atau 

makhluk bermasyarakat.
1
 

 Salah satu sistem nilai yang daya lekatnya dipandang lebih kuat dalam 

mengikat kehidupan bersama adalah hukum. Hal ini karena hukum merupakan 

salah satu sistem nilai yang dapat dengan nyata dipaksakan untuk dipatuhi. 

Hukum memiloiki supremasi tertinggi untuk dipatuhi. Hal ini sejalan dengan 

kedaulatan hukum yang menyatakan bahwa hukum memiliki kedaulatan tertinggi 

dalam suatu negara.
2
 

 Tujuan Hukum menurut Satjibto Rahardjo adalah menciptakan tata tertib 

di dalam masyarakat. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan 

hukum menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan 

keseimbangan.
3
 

 Saat ini, marak terjadi kasus penyebaran berita bohong atau yang disebut 

dengan hoax. Peristiwa penyebaran berita bohong (hoax) ini sangat meresakan 

                                                 
 

1
 Lysa Angrayni, Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta : Kalimedia, 2016), h. 5. 

 
2
 Ibid., h. 6. 

 
3
 Ishaq, dasar-dasar Ilmu Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 6. 
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masyarakat Indonesia, karena banyak pihak yang merasa dirugikan atas peristiwa 

tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat semakin mudah 

mendapatkan informasi apapun dari berbagai aplikasi media sosial diantaranya 

Instagram, Facebook, dan Whatsapp tetapi semakin mudah pula pihak yang tidak 

bertanggungjawab dalam menyebarkan berita bohong (hoax). Sebagai bagian dari 

inovasi teknologi informasi, media sosial memberikan ruang bagi seseorang untuk 

mengemukakan pendapat serta menyuarakan pikiran yang sebelumnya mungkin 

tidak bisa diungkapkan karena keterbatasan wadah untuk berpendapat.
4
 

Kemajuan di bidang teknologi akan sangat mempengaruhi kehidupan 

masyarakat, teknologi komunikasi telah membawa manusia kepada suatu 

peradaban baru dengan struktur sosial beserta nilainya. Perkembangan teknologi 

dan informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, di satu 

pihak pemanfaatan teknologi dan komunikasi memberikan kontribusi bagi 

peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Di lain pihak kemajuan 

teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimanfaatkan untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merusak 

karakter manusia yang juga mengancam tatanan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara, serta mudah untuk menghancurkan kedaulatan suatu 

negara. Di era demokrasi sekarang ini, banyak berita hoax di media sosial 

mengancam pilar persatuan dan kerukunan umat.
5
 

                                                 
 4 Indonesia, Undang-undang  Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 

Pendapat di Muka Umum.   
5
 Idnan A Idris, Klarifikasi Al-Quran Atas Berita Hoax, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo,2018), h. 6.  
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 Kata hoax berasal dari “hocus pocus” yang aslinya adalah bahasa latin 

“hoc est corpus” artinya “ini adalah tubuh”. Kata ini bisa digunakan penyihir 

untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. Dan 

hoax banyak tersebar di berbagai media, hoax juga merupakan sebuah 

pemberitaan bohong dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca 

atau pendengar untuk mempercayai sesuatu, padahal sumber berita yang 

disampaikan adalah bohong tidak berdasar sama sekali.
6
 

 Masalah-masalah etika yang dihadapi sekarang ini, berasal dari ilmu dan 

teknologi modren. Perkembangan ilmu dan teknologi itu mengubah banyak 

perilaku manusia, antara lain juga menyajikan masalah-masalah etika terapan 

yang tidak pernah terduga sebelumnya, contohnya kasus berita bohong (hoax) 

yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia, yang melibatkan 

banyak perpecahan yang terjadi dimana-mana.
7
  

Kemajuan teknologi informasi juga menuntut terus mengikuti tren masa 

kini, seperti media sosial mendorong masyarakat berbagi informasi dan 

pertukaran data. Penyebaran informasi melalui media sosial sering kali menjadi 

alat untuk menyebarkan kebencian, memfitnah, buli orang, dan menyebarkan 

berita bohong (hoax).
8
 

Berita bohong (hoax), fitnah, ujaran kebencian bermunculan tanpa henti di 

berbagai media sosial. Termasuk Isu Mengenai Hoaks Vaksin 19 mendominasi 

                                                 
 6

 Muhammad Arsad Nasution “Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam”, 

Jurnal Yurisprudenti, III, (2017), h. 17.   
 7

 Asmaran, AS, Pengantar Studi akhlak, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 

15.   
 

8
 Rahmat Djatnika, AS, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1999), h. 

26. 
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sepanjang tahun 2021. Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo)  

berhasil melakukan take down 372 lebih akun media sosial yang menyebarkan 

informasi hoaks, propokasi dan SARA yang tersebar di media sosial. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hoax diantaranya yaitu 

ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijaksana, 

dengan mengatasnamakaaan kebebasan para pengguna internet dan media sosial 

khususnya banyak netizen yang merasa mempunyai hak penuh terhadap akun 

pribadi miliknya. Mereka merasa sah-sah saja untuk menggunggah tulisan, 

gambar atau video apapun ke dalam akunnya. Meskipun terkadang mereka tidak 

sadar bahwa apa yang mereka unggah di media sosial tersebut bisa saja melanggar 

etika berkomunikasi dalam media sosial. 

Kegaduhan di media sosial dapat berdampak dalam kehidupan nyata 

karena media sosial ini juga membentuk konstruksi pemaknaan tentang asumsi 

sosial kita. Kegaduhan yang terjadi di media sosial semacam itu kerap kali 

menggunakan sentimen identitas yang bermuara pada hujatan dan kebencian, dan 

karenanya dapat melunturkan semangat kemajemukan yang menjadi landasan 

masyarakat dalam berbangsa. Pada akhirnya, konsep tentang kebhinekaan 

mengalami dekonstruksi oleh argumen-argumen yang ikut dibentuk melalui media 

sosial. Dalam merespon persoalan semacam itu, Pemerintah dan Kemenkominfo 

diharapkan dapat merumuskan konsep yang sesuai dalam mengantisipasi 

terjadinya kegaduhan di media sosial. Kajian hukum mengenai kejahatan internet 

dikenal luas dengan istilah cyber law atau hukum cyber, dimana penyalahgunaan 
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dan kejahatan yang terjadi dalam lingkup ini disebut cyber crime atau kejahatan 

cyber.
9
 

Menurut Staff Dit Reskrimsus Polda Riau sepanjang tahun 2018 sampai 

2021 terdapat 14 kasus berita bohong (hoax) yang telah ditangani oleh Dit 

Reskrimsus Polda Riau yang mana dari 14 kasus tersebut 3 kasus telah sampai ke 

tahap pengadilan dan lainnya masih dalam penanganan pihak Reskrimsus Polda 

Riau yang semuanya adalah  pelaku menyebarkan konten yang bernada propokasi, 

ujaran kebencian dan SARA yang menimbukan kegaduhan di medial sosial, baik 

itu facebook, youtube, instagram, Twitter dan sebagainya. 

Salah satu contoh kasus berita bohong (hoax) yang terjadi di Riau  yaitu 

mengenai berita bohong (hoax) yang di lakukan oleh Benyamin bin Ruslan pada 

tahun 2021 yang menyebarkan konten bernada Propokasi, ujaran kebencian dan 

SARA di salah satu akun youtube-nya dengan nama rizkiyonoo. Benyamin bin 

Ruslan menyebarkan berita bohong dengan judul “Kejadian tadi pagi di Riau ngak 

boleh Sholat Berjamaah sungguh biadab aparat itu membabi buta entah apa yang 

sudah merasuk di alam pikiran anak-anak PKI. Berdasarkan penelusuran Dit 

Reskrimsus Polda Riau video tersebut merupakan peristiwa yang terjadi pada 

tahun 2018. Kejadian postingan tersebut adalah insiden aksi unjuk rasa puluhan 

tenaga Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) dan aktivis Gerakan Pemuda Patriotik 

Indonesia (GPPI) Kampar yang melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati 

Kampar pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018. Namun dalam video tersebut, 

pelaku menambahkan narasi yang menghubungkan dengan sholat berjamaah 

                                                 
9
  Judhariksawan, Pengantar Hukum Telekomunikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005), hlm. 12.  



6 

 

 

 

berkaitan dengan sholat hari raya idul adha, sehinggan menimbulkan kegaduhan 

di media sosial. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana 

dengan Pasal 14 dan Pasal 15 yaitu
10

 : 

Pasal 14 

1. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, 

dengan sengaa menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan 

hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. 

2. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan 

yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia dapat 

patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, 

dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. 

 

Pasal 15 

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang 

berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaktidaknya 

patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan 

keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman setinggi-tingginya dua 

tahun. 

 

Peran kepolisian dalam menanggulangi penyebaran berita Bohong 

berdasarkan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah 

salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat. Peran kepolisian dalam menanggulangi penyebaran 

berita bohong juga mengacu terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni Polisi sebagai pejabat 

                                                 
10

 Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. 
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pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang 

untuk melakukan penyidikan. 

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP dikatakan bahwa “Penyidikan 

adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam 

Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 

itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya”. 

Dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang 

telah berubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE seperti 

yang telah disebutkan sebelumnya menjelaskan bahwa Setiap orang dengan 

sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan 

rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masarakat tertentu 

berdasarkan atas suka, agama, ras, dan antar golongan (SARA), tetapi nyatanya 

dalam penerapan dan penegakan hukum terhadap Pasal yang tersebut diatas, 

penerapannya masih relatif sulit diukur parameter efektivitasnya, banyak hal yang 

harus diperhatikan oleh pemerintah agar berita bohong tidak meningkat setiap 

tahunnya, kemudian mengenai sanksi hukum yang diterapkan bagi pelaku 

penyebar hoax masih sangat minim bahkan masih banyak pelaku hoax yang 

terlepas dari jeratan hukum yang di terapkan dalam Undang-undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai: Peran Kepolisian dalam menanggulangi berita bohong 

yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial di Wilayah Hukum 

Polda Riau. 

  

B. Batasan Masalah 

 Dari latar belakang masalah di atas perlu adanya pembatasan masalah, 

adapun batasan masalah dalam penulisan ini adalah Peran Kepolisian dalam 

menanggulangi berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial 

di Wilayah Hukum Polda Riau. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Peran Kepolisian dalam menanggulangi berita bohong yang 

menimbulkan kegaduhan melalui media sosial di Wilayah Hukum Polda 

Riau? 

2. Apa Faktor Penyebab Hambatan Kepolisian dalam menanggulangi berita 

bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial di Wilayah 

Hukum Polda Riau? 

3. Apa upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi berita 

bohong yang menimbulkan kegaduhan  melalui media sosial di Wilayah 

Hukum Polda Riau? 
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4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui Peran Kepolisian dalam menanggulangi berita 

bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial di 

Wilayah Hukum Polda Riau. 

b. Untuk mengetahui faktor penyebab hambatan Kepolisian dalam 

menanggulangi berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui 

media sosial di Wilayah Hukum Polda Riau 

c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam 

menanggulangi berita bohong yang menimbulkan kegaduhan  melalui 

media sosial di Wilayah Hukum Polda Riau. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Aspek Teoritis 

Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana  Peran Kepolisian 

dalam menanggulangi berita bohong yang menimbulkan kegaduhan 

melalui media sosial di Wilayah Hukum Polda Riau.  

b. Aspek Praktis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan masukan bagi 

mahasiswa untuk penelitian selanjutnya. 
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c. Aspek Akademis 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu tugas akhir dan 

syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu hukum Konsentrasi Hukum 

Tata Negara Fakultras Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kepolisian Republik  Indonesia 

Istilah peran  “Kamus Besar Bahasa Indonesia”  mempunyai arti 

bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwara 

dengan berusaha bermain baik dan seacara aktif dibebankan kepadanya. 

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan 

yang mana tindakan tersebut diharapkan masyarakat lain. Artinya setiap 

tindakan yang memiliki setiap individu memiliki arti penting untuki sebagian 

orang. 

Peran (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). 

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukan dan jabatannya, maka hal itu berarti dia telah menjalankan suatu 

peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung yang 

lain  dan juga sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peran 

yang dimainkan dalam seriap aktivitas pergaulannya sehari-hari. Hal tersebut 

berarti peran menentukan apa yang di perbuatnya bagi masyarakat serta 

kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.
11

 

Sehingga dapat di fahami peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekumpulan untuk menghasilkan suatu perubahan yang 

                                                 
11

  Soejono soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Pesada, 

2013), h. 212-213. 
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diinginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang 

dimiliki oleh seseorang atau sekumpulan orang tersebut. 

Menurut W.J.S Poerwardaminta, Polisi adalah badan pemerintahan 

yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti 

menangkap orang yang melanggar Undang-undnag atau pegawai Negara 

yang bertugas menjaga keamanan.
12

 

Sebagai aparatur penegak hukum, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia memegang peranan sangat penting dan strategis. Penting karena 

fungsi penegak hukum itu biasanya diawali oleh Polri sebagai salah satu 

Unsur dari penegak hukum lainnya, seperti hakim dan jaksa.  Sebagai salah 

satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem), Polri 

adalah unsur terdepan dalam proses penegakan hukum, karenanya fungsi 

tersebut menjadi penting. Strategis bermakna bahwa sebagai aparatur 

penegak hukum, Polri adalah simbol dari proses penegakan hukum yang 

paling jelas, karena kehadirannya langsung berhadapan dengan komunitas 

masyarakat.
13

 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 

Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Republik Indonesia dijelaskan bahwa 

kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi 

sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.
14

 

                                                 
12

  Kasman Tasaripa, Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak, 

(Jurnal Ilmu Hukum, vol. 1, no. 2, 2013) h. 3. 
13

  Marissa Elvia, Peran Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana, (Jurnal Fakultas 

hukum UNILA), 07 oktober 2019 
14

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian 

Republik Indonesia. 
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Istilah Kepolisian dalam Undang-undang ini mempunyai dua 

pengertian yaiitu fungsi polisi dan lembaga polisi.
15

 Sedangkan lembaga 

Kepolisian adalah organ pemerintah yang sudah ditetapkan sebagai salah satu 

lembaga yang diberikan suatu kewenangan menjalankan fungsinya 

berdasarkan peraturan perUndang-undangan.
16

 

Berdasarkan pengertian diatas, pengertian polisi memiliki persamaan 

satu dengan yang lainya, walaupun variasi kata bahasa dalam mendefinisikan 

pengertian polisi berbeda namun perbedaan itu tidak mempengaruhi arti 

sesungguhnya kepolisian yang utama yakni sebagai pelindung dan pengayom 

masyarakat dengan mencurahkan segala cara demi terciptanya negara yang 

aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang dapat 

merugikan masyarakat. 

Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Republik Indonesia, yakni Pasal 2 menyebutkan bahwa ”Fungsi kepolisian 

adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. 

Selanjutnya dalam Pasal 4 berisikan bahwa “Kepolisian Republik 

Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang 

meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan 

tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayiman, dan pelayanan 

kepada masyarakar, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan 

menjungjung tinggi hak asasi manusia”. 

                                                 
15

  Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, (Surabaya : Laskbang, 2009), h.52-53 
16

  Ibid. 
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Secara tegas tugas dan wewenang Polri diatur dalam Pasal 13 Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa: “Tugas pokok 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. menegakkan hukum; dan 

c. memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan kepada 

masyarakat. 

Selanjutnya, secara lebih terperinci tugas dan wewenang polri 

dijabarkan dalam ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:  

1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : 

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol 

terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. 

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat 

terhadap hukum dan peraturan perUndang-undangan. 

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 
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f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa. 

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 

perundangundangan. 

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan 

tugas kepolisian. 

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana 

termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia. 

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang. 

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. Melaksanakan tugas 

lain sesuai dengan peraturan perUndang-undangan. 

Kepolisian juga memiliki wewenang yang mana telah diatur pada 

Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, yaitu: 
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1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum 

berwenang: 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan. 

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum. 

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian. 

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan. 

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. 

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang. 

i. Mencari keterangan dan barang bukti. 

j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. 

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan 

dalam rangka pelayanan masyarakat. 

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan 

putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. 

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 
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2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya berwenang : 

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan 

kegiatan masyarakat lainnya. 

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. 

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor. 

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik. 

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan 

peledak, dan senjata tajam. 

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap 

badan usaha di bidang jasa pengamanan. 

g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian 

khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis 

kepolisian. 

h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam 

menyidik dan memberantas kejahatan internasional. 

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing 

yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait. 

j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi 

kepolisian internasional. 

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian.  
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Selanjuitnya,  dalam Pasal 16 disebutkan : 

1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia berwenang untuk : 

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan. 

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan. 

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri. 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi. 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara. 

h. Mengadakan penghentian penyidikan. 

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi 

yang   berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan 

mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang 

yang disangka melakukan tindak pidana. 
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k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri  

sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. 

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

Dalam Pasal 14 ayat (1) hurug (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Menyebutkan bahwa wewenang Penyidik adalah 

melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum 

acara pidana dan peraturan perUndang-undangan lainnya.  

Dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik Menyebutkan bahwa : 

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup 

tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan 

Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara 

Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 

2. Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan 

perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, 

dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan 

perUndang-undangan. 
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3. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait 

dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi 

Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. 

4. Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya 

kepentingan pelayanan umum. 

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berwenang : 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. 

b. Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan 

diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya 

dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

d. Melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang 

patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi 

dan Transaksi Elektronik. 

e. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan 

dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk 
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melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

f. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga 

digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang 

teknologi informasi dan transaksi elektronik. 

g. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana 

kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan secara 

menyimpang dari ketentuan peraturan perUndang-undangan. 

h. Membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak 

pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar 

tidak dapat diakses. 

i. Meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau 

informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada 

Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di 

bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. 

j. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap 

tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; 

dan/atau 

k. Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang 

Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan 

hukum acara pidana. 
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6. Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang 

Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan 

ketentuan hukum acara pidana. 

7. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan 

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia. 

Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri 

Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya 

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia. 

Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan 

Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara 

lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan 

peraturanperUndang-undangan. 

 

B. Pengertian Berita Bohong (Hoax) 

Kata Hoax berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti menipu, 

tipuan, berita bohong, dan kabar burung. Jadi hoax diartikan dengan suatu 

informasi yang tidak benar. Hoax merupakan sebuah Pemberitah uan atau 

Informasi Bohong yang mana usaha untuk menipu atau mengakali pembaca 



23 

 

 

 

atau pendengar agar mempercayai susuatu yang mana kabar itu adalah 

bohong atau bohong.
17

 

Berita bohong, dapat dilihat dari segi bahasa yang berarti tidak sesuai 

dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Sedangkan dilihat dari segi istilah adalah hasil akhir dari suatu berita yang 

telah direkayasa melalui proses perekayasaan berita.
18

 

Banyak Sekali media sosial yang ada sekarang dapat diakses dan 

dipergunakan oleh masyarakat dengan begitu mudahnya sehingga dengan 

mudah sekarang berita dapat disebarluaskan, antara lain : facebook, youtube, 

instagram, twitter, whatsApp, dll. 

Berita bohong (hoax) dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam 

tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga tujuan ekonomi (penipuan), 

dan politik (propaganda/pembentukan opini publik) atau agitasi (hasutan). 

Berita bohong (hoax) biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke 

permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda 

tanya. 

 

C. Dasar Hukum Penyebaran Berita Bohong 

Dasar hukum tindak pidana penyebaran berita bohong pada awal nya 

sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan 

hukum pidana dengan Pasal 14 dan Pasal 15 yaitu : 

                                                 
17

 Adam Chazawi dan Ferdia Ardi, Tindak Pidana Pemalsuan (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 2016), h. 236. 
18

  Pareno Sam Abede, Manajemen Berita Antara Idealisme dan Realita, (Surabaya : 

Papyrus, 2005), h. 73. 
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Pasal 14 

1. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan 

bohong, dengan sengaa menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, 

dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. 

2. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan 

pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan 

rakyat, sedangkan ia dapat patut dapat menyangka bahwa berita 

atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara 

setinggi-tingginya tiga tahun.
19

 

 

Pasal 15 

1. Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang 

berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti 

setidaktidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan 

atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum 

dengan hukuman setinggi-tingginya dua tahun.
20

 

 

Kemudian pada tahun 2008 pemerintah kembali megeluarkan 

peraturan khusus terkait Informasi dan transaksi elektronik yang 

mengatur tentang berita bohong atau hoax di dalam Pasal 28 Undang-

undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: 

Pasal 28 

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen 

dalam Transaksi Elektronik. 

2. orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang 

ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan 

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas 

suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
21

 

 

Serta Undang-undang terbaru yang merupakan revisian dari Undang-

undang Nomor 11 tahun  2008. 
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Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur juga 

tentang Berita Bohong : 

Pasal 378 

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau  

orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama bohong atau 

martabat bohong, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, 

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu 

kepadanya,atau supaya memberi hutang maupun meghapuskan piutang 

diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun”.
22

 

Ancaman Pidana bagi penyebar hoax telah dibuat sedemikian rupa 

untuk menjerat pelaku pembuat dan penyebar hoax yang tecantum di 

dalam Pasal berikut ini : 

Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 

1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen 

dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam). tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah).
23

 

2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau 

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 

berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

                                                 
22

 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 378. 
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 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 Pasal 45A tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 
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D. Pengertian kegaduhan 

Dalam filsafat bahasa Gaduh memiliki arti ribut atau onar,  sedangkan 

Kegaduhan adalah hasil dari perbuatan gaduh itu, kegaduhan sudah bisa 

terjadi dengan melibatkan dua orang saja, tetapi dalam kelanjutannya harus 

melibatkan orang-orang yang lebih banyak. Kegaduhan akan terjadi terjadi 

dengan timbulnya situasi yang membuat publik heran, bingung, serta 

bertanya-tanya. Kegaduhan di media sosial juga bisa juga disebut dengan 

keonaran. Dalam kamus bahasa inggris diambil dari kata Noisy yang artinya 

gaduh, Quarel artinya keributan.
24

 

 

E. Pengertian Media Sosial 

Media Sosial adalah sebuah jalan untuk berintraksi di dunia maya 

(internet). Situs jejaringan sosial yang banyak digunakan khalayak umum 

ialah Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan situs lainnya.
25

 

Sedangkan menurut Danis Puntoadi Media Sosial adalah fitus Website 

yang dapat membentuk jaringan, dan dapat berintraksi satu dengan yang 

lainnya. Dengan m,edia sosial dapat kita melakukan intraksi, saling sapa dan 

kenal.
26
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F. Analisis Hukum Islam terhadap Berita Bohong (Hoax) 

Islam telah mewanti akan bahaya berita bohong (hoaks) ini dalam al-

Qurān maupun dalam al-hadits. Allah SWT. sebagai Pencipta yang bersifat 

Rahman dan Rahim telah menurunkan petunjuk yang dapat kita usahakan 

untuk kita fahami, kita fikirkan, kita himpun sebagai ilmu dan kita hayati serta 

amalkan. Petunjuk itu disampaikan kepada umat manusia sebagai wahyu 

melalui Rasulullah SAW. yang kemudian dihimpun menjadi apa yang kita 

kenal kini sebagai kitab suci al-Qurān. 

Dalam bahasa Arab, dikenal beberapa kata yang sepadan dengan hoaks 

(kebohongan), yakni  افك (dusta; kebohongan),  تان (artinya dusta; kebohongan; 

mengejutkan),  كرب (berdusta;mendustakan/mengingkari).
27

 

Berangkat dari makna hoaks sebagai sebuah kejadian yang bermuara 

pada kebohongan namun dikemas seolah merupakan kebenaran murni, dapat 

dikatakan bahwa hoaks sendiri muncul bahkan sejak adanya Nabi Adam AS 

hal ini Allah firmankan dalam Al- Qur‟an Surah Al-a‟rāf 20-21. 

ٍْط   سَ نٍَمَُا انشَّ َُ سْ َُ َ  فَ ء  هُ نٍِثُْدِيَ نٍَمَُا مَا  ُْ ٍ  زِيَ عَىٍْمَُا مِهْ سَ قاَلَ مَا وَ ََ مَا  ٍِ ىكُمَا زَتُّكُمَا عَهْ تِ

ا ٌ   جَسَجِ الَِّّ ُْ  رِيِ انشَّ َْ تكَُ ٍْهِ اَ واَ مَهكََ ُْ ٌْهَ واَ مِهَ انْخ  انَْ تكَُ ٕٓهِدِ  

قاَسَمٍَمَُاا  ًْ نكَُمَا نمَِهَ انىّ   ََ ٍْهَ  اوِِّ ١٢ صِحِ  

“Maka, setan membisikkan (pikiran jahat) kepada keduanya yang berakibat 

tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Ia (setan) 

berkata, “Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, 

kecuali (karena Dia tidak senang) kamu berdua menjadi malaikat atau kamu 
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 M.Rais Ramli, Kamus Saku Al-Qur‟an (Yogyakarta:Mitra Pustaka, Cet.I, 2016), h. 63. 
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berdua termasuk orang-orang yang kekal (dalam surga)” (20). “Ia (setan) 

bersumpah kepada keduanya, “Sesungguhnya aku ini bagi kamu berdua benar-

benar termasuk para pemberi nasihat.” (21).
28

 

Waswasa pada mulanya berarti suara yang sangat halus, berkembang 

makna kemudian dengan bisikan-bisikan hati yang biasa digunakan untuk hal 

yang negatif. Hal ini melahirkan imajinasi yang menggiurkan sehingga yang 

memenuhi pikiran tidak lain kecuali kenikmatan-kenikmatan yang sebenarnya 

adalah tipuan angan. 

Waqaasamahumā bermakna saling bersumpah. Iblis bersumpah 

tentang maksud baiknya, kata ini kemudian dimaknai dalam arti berulang-

ulang bersumpah.
29

 Artinya, di antara hal yang membuat Adam AS. 

mempercayai Iblis adalah karena ia (Iblis) telah berkata dan bersumpah atas 

nama Rabb mereka. Bentuk hoaks semacam ini adalah yang dianggap paling 

efektif, yakni dengan membuat kebohongan dengan mencantumkan sumber 

(media, tokoh, dan sebagainya) yang dianggap paling berpengaruh. 

Sebagaimana dalam kisah ummu al-Mukminin „Aisyah RA. yang 

tertimpa berita dusta (hoaks) yang telah Allah SWT. abadikan kisahnya dalam 

surah al-Nūr ayat 11 : 

ٌْهَ جَا   ىْكُمْ  اِنَّ انَّرِ فْكِ عُصْثحٌَ مِّ َْ تاِلِّْ ا نَّكُمْ   ءُ يُ شَسًّّ ُْ ٍْسٌ نَّكُمْ   لَّ تحَْسَثُ َُ خَ ىٍْمُْ  تمَْ ٌُ نِكُمِّ امْسِئٍ مِّ

ثْ  ا اكْتسََةَ مِهَ الِّْ نّ   مِ  مَّ َُ انَّرِيْ تَ ً   ى كِثْسَي  ََ ٍْمٌ  مِىٍْمُْ نَ ٔٔعَرَابٌ عَظِ  
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“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah 

kelompok di antara kamu (juga). Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu 

buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan 

mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang 

mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat 

berat”.
30

 

Didalam Hadits Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa orang 

yang berbohong di katagorikan sebagai seorang yang munafik, sebagaimana 

yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah : 

سَهَّمَ قاَلَ آٌحَُ انْمُىاَفِقِ ثلَََثٌ إِذَا حَدَّثَ  ََ  ًِ ٍْ ُ عَهَ ِ صَهَّى اللََّّ ٌْسَجَ أنََّ زَسُُلَ اللََّّ كَرَبَ عَهْ أتًَِ ٌسَُ

إِذَا اؤْتمُِهَ خَانَ  ََ عَدَ أخَْهفََ  ََ إِذَا  ََ  

”Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila dia berbicara 

niscaya dia berbohong, apabila dia berjanji niscaya mengingkari, dan 

apabila dia dipercaya niscaya dia berkhianat." 

 

G. Penetilitian Terdahulu 

Mengenai kajian penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk 

mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk 

penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian 

dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. 
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Berikut ini disajikan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan 

terhadap penelitian penulis. 

1. Eli Yarnur, NIM : 11724202957, dengan Judul, “Efektifitas Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Polda Riau 

Dalam Perspektif Fiqih Siyasah. 

Penelitian tersebut mengangkat permasalahan tentang bagaimana 

efektivitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik Terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) 

menurut pandangan fiqih siyasah. 

Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus pada begaimana peran daripada 

kepolisian khususnya Kepolisian Polda Riau dalam menangani dan 

mencegah terjadinya penyebaran berita bohong (hoax) yang menimbulkan 

kegaduhan di media sosial dan juga apa saja yang menghambat serta 

upaya apa saja yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah 

penyebaran berita bohong (hoax). 

2. Sari Maharani Siregar, NIM :  11427203832, dengan judul “Efektifitas 

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita 

Bohong (Hoax) Di Pekanbaru Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Trandaksi Elektronik 

(Studi Terhadap Isu Sara). 
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Penelitian tersebut mengagkat permasalahan  tentang bagaimana 

Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran 

Berita Bohong (Hoax) Di Pekanbaru Setelah Dikeluarkannya Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Trandaksi 

Elektronik dimana lebih berfokus terhadap penegakan hukum setelah 

dikeluarkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. 

Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus pada begaimana peran daripada 

kepolisian khususnya Kepolisian Polda Riau dalam menangani dan 

mencegah terjadinya penyebaran berita bohong (hoax) yang menimbulkan 

kegaduhan di media sosial dan juga apa saja yang menghambat serta 

upaya apa saja yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah 

penyebaran berita bohong (hoax). 

3. Maulida Riani pada tahun 2018, dengan judul “ Penegakan Hukum pidana 

terhadap penyebaran berita bohong (hoax) di sosial media (Analisis 

terhadap Undang-undang No. 19 Tahun 2016). Skripsi membahas tentang 

penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong melalui media 

sosial analisis Undang-undang No. 19 Tahun 2016. 

Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus pada begaimana peran daripada 

kepolisian khususnya Kepolisian Polda Riau dalam menangani dan 

mencegah terjadinya penyebaran berita bohong (hoax) yang menimbulkan 

kegaduhan di media sosial dan juga apa saja yang menghambat serta 
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upaya apa saja yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah 

penyebaran berita bohong (hoax). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. 

Metode penelitian membicarakan mengenai tatacara pelaksanaan penelitian. 

Istilah penelitian terdiri atas dua kata yaitu metode dan kata penelitian. Kata 

metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos  yang berarti cara atau menuju 

suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara 

kerja sistematis untuk memahami suatu objek atau subjek penelitian. Sebagai 

upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah dan termasuk keabsahannya.
31

 

Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan data dan 

analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu.  Pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik 

bersifat kuantitatif maupun kualitatif, experimental maupun non eksperimental 

interaktif maupun non-interaktif.
32

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahcmad bahwa jenis penilitian 

hukum terbagi atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris 

(sosiologis).
33
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Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang 

meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang 

dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.
34

 

Maksudnya melakukan penelitian kepustakaan dengan meneliti dan 

pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang khususnya berkaitan dengan 

peraturan perUndang-undangan dan buku-buku yang bekaitan tentang 

hukum. 

Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang 

memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks  norma 

maupun ketika di terapkan dalam konteks sosial.
35

 Maksudnya penelitian 

dilapangan yang dilakukan dengan pengamatan langsung (obsevasi) dan 

wawancara langsung dengan objek yang berkaitan. 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris 

yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat 

disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum 

yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau 

dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan 

sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud 

untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.
36
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Sedangkan penelitian ini jika dari segi sifatnya adalah penelitian 

deskritif yang mana mengambarkan dan menyajikan data yang jelas tentang 

peran kepolisian dalam menanggulangi berita bohong yang menimbulkan 

kegaduhan melalui media sosial di wilayah hukum Polda Riau. 

B. Pendekatan Penelitian 

Menurut Bachtiar terdapat beberapa pendekatan pada Penelitian 

Hukum Sosiologis antara lain: 

1. Pendekatan Sosiologi Hukum 

2. Pendekatan Antropologi Hukum 

3. Pendekatan Psikologi Hukum 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya terrkait 

dengan peran kepolisian dalam menanggulangi berita bohong yang 

menimbulkan kegaduhan melalui media sosial di wilayah hukum Polda Riau 

maka peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mana 

merupakan salah satu bentuk pendekatan Sosiologi hukum termasuk kedalam 

bentuk pendekatan penelitian hukum sosiologis. 

Dalam pengkajian hukum yang mana menggunakan salah satu 

metode pendekatan sosiologi hukum adalah yuridis empiris yaitu hukum 

dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hukum 

dalam kenyataan yang dimaksud, bukan kenyataan dari bentuk pasal-pasal 

dalam perundang-undanngan, melaikan sebagaimana hukum itu dioperasikan 

oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yuridis empiris 

yang biasa disebut sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari 
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perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan 

mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek 

hukumnya.
37

 

Sehingga dapat dilihat dari batasan-batasan yang diberikan berkaitan 

dengan yuridis empiris bahwa memiliki karakteristik sebagai berikut.
38

 

Pertama, memiliki objek dari metode pendekatannya adalah 

Sociological Model (Model kemasyarakatan) terdiri dari Interaksi sosial 

system sosial dan perubahan sosial. 

Kedua, adapun yang menjadi fokus dari pendekatan ini adalah 

struktur sosial yang memiliki konsep bahwa hukum sebagai lembaga 

kemasyarakatan bertujuan serta bertugas memenuhi kebutuhan pokok 

manusia dalam mewujudkan ketertiban. Sehingga hukum diperlukan ketika 

terjadi interaksi sosial diantara sesama manusia. 

Selain itu, Zainudin Ali mengutip pendapat dari Geert, Hertz, 

Cunningham dan Levi Strauss bahwa struktur sosial sebagai suatu tujuan 

pendefinisian dna alat operasional telah merupakan sebagian dari sejumlah 

perhatian utama antropologi. Sehingga ada beberapa tokoh antropologi yang 

menganggap bahwa struktur sosial adalah satu-satunya perhatian utama 

dalam antropologi, sehingga menjadikannya sebagai suatu keuatan 

pendorong bagi pembentukan teori-teori dalam antropologi. 

Ketiga, proses dari pendekatan yuridis empiris ini adalah berfokus 

pada perilaku yang mana terkadang apa yang dicita-citakan oleh masyarakat 
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 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cetakan ke- XI, h. 13. 
38

 Ibid. h. 16-22. 



37 

 

 

 

dalam mewujudkan kepastian hukum justru tidak sesuai dari apa yang 

diharapkan. 

Keempat, pendekatan ini memiliki purpose serta goals adalah sebagai 

ilmu pengetahuan dan juga memberikan penjelasan terhadap ilmu 

pengetahuan yang telah ditemukan dalam sociological model tersebut. 

C. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi yang menurut penulis 

cocok dengan objek yang hendak diteliti. Peneliti melakukan penelitian di 

Polda Riau yang berlokasi di Jalan Pattimura No.13, Cinta Raja, Kec. Sail, 

Kota Pekanbaru, Riau. Karena instansi ini banyak menangani kasus-kasus 

Berita Bohong (Hoax) dan instansi ini cocok untuk dijadikan lokasi 

penelitian dan juga menjadi sampel untuk data dalam penelitian ini.  

D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan cirri yang 

sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), 

kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan sifat dan cirri yang sama. 

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagiuan dari populasi.
39

 

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Sudit V Ditreskrimsus Polda 

Riau, Panit 1 Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau dan Staff Subdit Siber V 

Ditreskrimsus Polda Riau. 

Sedangkan sampel yang gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah total sampling.  
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E. Sumber Data 

Untuk Adapun Jenis dan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut.
40

 

1. Data Primer  

Data Primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud 

khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau 

tempat objek penelitian dilakukan. 

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari hasil wawancara 

yang dilakukan peneliti di unit cyber crime ditreskrimsus Polda Riau. 

Data primer di sini merupakan data pokok yang diperoleh melalui hasil 

wawancara terhadap 2 orang yaitu informan utama dan informan 

pembantu yang dilakukan oleh penulis dilapangan. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder ialah sumber data penelitian yang diperoleh melalui 

media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku-buku, 

catatan, hasil-hasil penelitian terdahulu, pusat kajian dan seterusmya 

yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
41
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti dalam melakukan penelitian ini mengunakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara antara lain: 

1. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan untuk sebagai proses pelengkap dalam 

penyusunan penelitian ini. Wawancara dalam penelitian ini adalah 

bersama Bapak Elva Hendri, S.H., M.H., selaku Panit 1 Unit 2 subdit 5 

Ditreskrimsus Polda Riau dan Ibu Sonia Fransiska selaku Staff Dit 

Reskrimsus Polda Riau. 

2. Studi Kepustakaan 

Teknik kepustakaan yaitu dilaksanakan dengan cara 

mengumpulkan bahan-bahan berupa buku-buku atau dokumen hukum 

yang terkait. Pada penelitian ini pada Pusat Perpustakaan UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau, Perpustakaan Wilayah Pekanbaru Riau. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis merupakan proses untuk mngelompokkan pengurutan data ke 

dalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan 

data yang ada, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis 

kualitatif deskiptif data. Maksudnya adalah apa yang dinyatakan oleh 

narasumber secara tertulis maupun lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di 
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lapangan. Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk 

menganalisis data:
42

 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal hal yang penting. Data yang sudah direduksi 

dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti 

dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara akan 

difokuskan pada bentuk sosialisasi yang dilakukan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data berdasarkan metode analisis kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan di sajikan 

kedalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak 

disesuaikan dengan fakta yang ada. Hak tersebut bertujuan untuk dapat 

menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang 

sebenarnya di lapangan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Setelah semua data yang berkenaan dengan analisis sejauh mana peran 

kepolisian dalam menanggulangi berita bohong yang menimbulkan 

kegaduhan di media sosial, maka ditarik kesimpulan yang bersifat 

sempurna. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu 

pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan 

penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan 

penelitian ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan 

Adapun Kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti dalam penulisan 

Skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Kepolisian yang mempunyai tugas sebagai penegakan hukum, 

pelindung, pengayom, dan pembimbing masyarakat agar terpeliharanya 

keamanan mempunyai peran penting unutk menanggulangi berita 

bohong (hoax) yang beredar di sosial media. 

Kepolisian Polda Riau mengemban peran dan  tanggung-jawab yang 

besar dan ekstra keras  dalam hal penegakan hukum dalam 

menaggulangi berita bohong yang sangat pesat saat ini dan menjadi 

tantangan karena begitu derasnnya perkembangan informasi dan 

teknologi saat ini di Indonesia, meskipun dari sisi internal dan eksternal 

kepolisian masih banyak kendala yang dihadapi sehingga masih banyak 

yang tidak terlaksana dilapangan dalam hal menangani dan 

menyelesaikan penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial yang 

mengakibatkan masih banyaknya berita palsu (hoax) yang tersebar saat 

ini di Indonesia. 

2. Faktor Penyebab Hambatan Kepolisian Polda Riau dalam 

menanggulangi berita bohong melalui media sosial antara lain : 

a. Faktor Internal 

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia 
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Sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan 

yang dihadapi oleh Kepolisian Polda Riau dalam hal 

menangani penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial,  

yang mana masih terbatasnya dalam hal meguasai pengetahuan 

tentang teknologi. 

2. Sarana dan Pra-sarana 

Sarana dan Pra-sarana juga menjadi hal yang sangat 

penting dalam menanggulangi penyebaran berita bohong 

(Hoax) oleh Kepolisian di Instansi Polda Riau, kurangnya 

sarana dan Pra-sarana yang dimiliki oleh Kepolisian Polda Riau 

menjadikan terhambatnya penanganan berita bohong seperti 

kurangnya peratalatan dan system kepolisian dan 

mengindentifikasi berita-berita bohong yang menyebar di 

media sosial yang menimbulkan lambatnya kinerja dalam 

mencari berita bohong tersebut. 

b. Faktor Eksternal 

1. Masyarakat itu sendiri 

Masyarakat menjadi salah satu penghambat dalam 

penanggulangan penyebaran berita bohong (hoax) dimana 

masyarakat masih belum memiliki pengetahuan dan 

pemahaman hukum yang memadai tentang dampak dan 

bahayanya penyebaran berita bohong tersebut. 

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat 
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Kendala eksternal penegak hukum dalam menangani 

berita hoax adalah kurangnya kesadaran masyarakat. 

Masyarakat tidak mau tahu urusan hoax selama tidak 

menyangkut dirinya dan agamanya, jika menyangkut yang lain 

hanya dibuat bahan ejekan. 

3. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Riau dalam 

menanggulangi berita bohong melalui media sosial antara lain : 

1) Sosialisasi dan Himbauan Kepada Masyarakat Tentang Bahaya dan 

Dampak Yang Ditimbulkan Dari Berita Bohong. 

Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kepolisian 

Polda Riau kepada masyarakat merupakan upaya yang sangat baik 

untuk menanggulangi penyebaran berita bohong yang semakin hari 

semakin meningkat, sehingga masyarakat dapat membaca dan 

mengetahui mana berita yang benar dan mana berita bohong. 

Menanamkan nilai-nilai moral dan norma-norma juga 

termasuk langkah yang baik untuk diambil sehingga bisa mencegah 

dalam diri seseorang untuk berbuat suatu kejahatan 

2) Penegakan Hukum (Refresif) 

Upaya penegakan hukum (refresif) yang dilaksanakan oleh 

kepolisian Polda Riau merupakan upaya penaggulangan kejahatan 

secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan, 

penaggulangan dengan upaya penegakan hukum (refresif) ini untuk 

menindak para pelaku sesuai dengan kejahatan yang telah di 
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perbuatnyaserta memperbaiki kembali agar mereka sadar dan jera 

bahwa perbuatan mereka telah melanggar hukum dan merugikan 

masyarakat sehingga tidak mengulanginya kembali dan orang lain 

juga tidak melakukannya kembali dikarenakan hukumannya yang 

berat. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang hendak penulis sampaikan dari hasil Penulisan 

Skripsi ini adalah sebagai berikut :  

1. Kepolisian khususnya Polda Riau seharusnya perlu meningkatkan 

pemahaman dan kinerja dikalangan kepolisian dalam melakukann proses 

hukum untuk mencegah tindak pidana penyebaran berita bohong atau 

hoax, peran kepolisian sangat diperlukan dalam menangani penyebaran 

berita bohong dikarenakan kepolisian mempunyai kewenangan dalam 

menjaga keamanan didalam masyarakat serta pihak kepolisan harus lebih 

meningkatkan sumber daya maupun sarana dan prasarana dalam 

pencegahan berita bohong hoax. 

2. Aparatur kepolisian harus lebih ketat lagi dalam menjaga akses dunia 

maya  dengan menambah personil yang ahli dibidang ITE. Selama ini 

Strategi Kepolisian Polda Riau untuk menanggulangi penyebaran berita 

bohong  belom cukup Efektif, masih ada beberapa yang harus di benahi 

khususnya sektor internal dan eksternal, yaitu perlunya aplikasi  yang 

lebih canggih lagi dalam menangani berita bohong (hoax) dengan 
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menitik-beratkan pada pencegahan agar siapapun yang inign 

menyebarkan berita bohong itu tidak bisa dilakukan karena langsung 

terblokir secara otomatid, dan juga bekerjama dengan pihak-pihak luar 

seperti media online maupun konvensional, baik dengan pemimpin atau 

pemilik media, atau organasasi wartawan sehingga di harapkan dari cara 

tersebut bisa membantu mengurangi atau menaggulangi penyebaran 

berita bohong, bahkan nanti bisa juga membantu pihak kepolisian dalam 

mengklarifikasi atau penelusuran yang benar dimasyarakat. 

3. Memperkuat pendidikan dan memperbanyak sosialisasi kepada 

masyarakat apalagi masyarakat dengan pendidikan rendah, memberikan 

pemahaman agar selalu melawan berita bohong (hoax) misalnya dengan 

memperluas literasi seperti memasang iklan-iklan di jalan, di tv dan 

media sosisal terutama akan bahaya berita bohong (hoax). 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

A. Daftar Pertanyaan di Polda Riau Pekanbaru 

1. Apa itu berita bohong (hoax)? 

2. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi berita bohong yang 

menimbulkan kegaduhan melalui media sosial (hoax)? 

3. Apakah kepolisian mempunyai wewenang dalam menangani berita 

bohong (hoax)? 

4. Apakah menurut bapak/ibu pemerintah sudah semaksimal mungkin 

melaksanakan pencegahan terhadap penyebarluasan dan penggunaan 

informasi yang memiliki muatan larangan menurut undang-undang? 

5. Apa faktor penyebab berita bohong (hoax) masih beredar secara luas di 

media sosial padahal pemerintah melalui komenkominfo sudah membuat 

undang-undang ITE yakni secara tegas mengatur penyebaran berita 

bohong (hoax)? 

6. Apakah ada kasus berita bohong yang sulit untuk ditangani pihak 

kepolisian Polda Riau? 

7. Apakah di Polda Riau alat-alat untuk menangkap para pelaku penyebaran 

berita bohong (hoax) sudah ada dan akurat? 

8. Apakah faktor yang menjadi hambatan sehingga penegakan hukum 

terhadap pelaku penyebaran berita bohong (hoax) ini sangat minim? 

9. Apa saja upaya Polda Riau untuk menanggulangi berita bohong (hoax) 

yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial? 
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